
INFORMASI DAN INFORMASI DAN 
EVALUASIEVALUASI

SPM BIDANG KESEHATAN SPM BIDANG KESEHATAN 
KAB./KOTA PROP. JAWA TIMURKAB./KOTA PROP. JAWA TIMUR



POINTPOINT--POINT PENTING POINT PENTING 
DALAM PP NO.65 TAHUN 2005 DALAM PP NO.65 TAHUN 2005 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
DAN PENERAPAN DAN PENERAPAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMALSTANDAR PELAYANAN MINIMAL



PasalPasal 11
7)7) IndikatorIndikator SPM SPM adalahadalah toloktolok ukurukur

prestasiprestasi kuantitatifkuantitatif dan dan kualitatifkualitatif yang yang 
digunakandigunakan untukuntuk menggambarkanmenggambarkan
besaranbesaran sasaransasaran yang yang hendakhendak
dipenuhidipenuhi dalamdalam pencapaianpencapaian suatusuatu
SPM SPM tertentutertentu, , berupaberupa masukanmasukan, , 
prosesproses, , hasilhasil dan dan atauatau manfaatmanfaat
pelayananpelayanan..



PasalPasal 33
1)1) SPM SPM disusundisusun sebagaisebagai alatalat PemerintahPemerintah dan dan 

PemerintahPemerintah DaerahDaerah untukuntuk menjaminmenjamin aksesakses dan dan 
mutumutu pelayananpelayanan dasardasar kepadakepada masyarakatmasyarakat
secarasecara meratamerata dalamdalam rangkarangka penyelenggaraanpenyelenggaraan
urusanurusan wajibwajib..

2)2) SPM SPM ditetapkanditetapkan oleholeh PemerintahPemerintah dan dan 
diberlakukandiberlakukan untukuntuk seluruhseluruh PemerintahPemerintah DaerahDaerah
ProvinsiProvinsi dan dan PemerintahPemerintah DaerahDaerah
KabupatenKabupaten/Kota./Kota.

5)5) SPM SPM disesuaikandisesuaikan dengandengan perkembanganperkembangan
kebutuhankebutuhan, , prioritasprioritas dan dan kemampuankemampuan keuangankeuangan
nasionalnasional dan dan daerahdaerah sertaserta kemampuankemampuan
kelembagaankelembagaan dan dan personilpersonil daerahdaerah dalamdalam
bidangbidang yang yang bersangkutanbersangkutan..



PasalPasal 77
1)1) DalamDalam penyusunanpenyusunan SPM SPM sebagaimanasebagaimana

dimaksuddimaksud dalamdalam PasalPasal 4, 4, PasalPasal 5, dan 5, dan PasalPasal
6, 6, Menteri/PimpinanMenteri/Pimpinan LembagaLembaga PemerintahPemerintah Non Non 
DepartemenDepartemen mempertimbangkanmempertimbangkan halhal--halhal
sebagaisebagai berikutberikut ::
a.a. KeberadaanKeberadaan sistemsistem informasiinformasi, , pelaporanpelaporan dan dan 

evaluasievaluasi penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahpemerintah daerahdaerah yang yang 
menjaminmenjamin penerapanpenerapan SPM SPM dapatdapat dipantaudipantau dan dan 
dievaluasidievaluasi oleholeh pemerintahpemerintah secarasecara berkelanjutanberkelanjutan..

b.b. KemampuanKemampuan keuangankeuangan nasionalnasional dan dan daerahdaerah sertaserta
kemampuankemampuan kelembagaankelembagaan dan dan personilpersonil daerahdaerah
dalamdalam bidangbidang yang yang bersangkutanbersangkutan. . 



PasalPasal 88
1)1) Menyusun petunjuk teknis yang Menyusun petunjuk teknis yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri.ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
PasalPasal 99
2)2) SPM yang SPM yang telahtelah ditetapkanditetapkan PemerintahPemerintah

menjadimenjadi salahsalah satusatu acuanacuan bagibagi
PemerintahPemerintah DaerahDaerah untukuntuk menyusunmenyusun
perencanaanperencanaan dan dan penganggaranpenganggaran
penyelenggaraanpenyelenggaraan PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah..



PasalPasal 1313
3)3) DalamDalam upayaupaya pencapaianpencapaian SPM, SPM, PemerintahPemerintah

DaerahDaerah dapatdapat bekerjasamabekerjasama dengandengan pihakpihak
swastaswasta..

PasalPasal 1414
2)2) PembinaanPembinaan dapatdapat berupaberupa fasilitasifasilitasi, , pemberianpemberian

orientasiorientasi umumumum, , petunjukpetunjuk teknisteknis, , bimbinganbimbingan
teknisteknis, , pendidikanpendidikan dan dan pelatihanpelatihan atauatau bantuanbantuan
teknisteknis lainnyalainnya yang yang mencakupmencakup ::
a.a. PerhitunganPerhitungan sumbersumber dayadaya dan dan danadana yang yang 

dibutuhkandibutuhkan untukuntuk mencapaimencapai SPM, SPM, termasuktermasuk
kesenjangankesenjangan pembiayaannyapembiayaannya..



PasalPasal 1515
1. 1. PemerintahPemerintah melaksanakanmelaksanakan monitoring dan  monitoring dan  

evaluasievaluasi atasatas penerapanpenerapan SPM SPM oleholeh
PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah dalamdalam rangkarangka menjaminmenjamin
aksesakses dan dan mutumutu pelayananpelayanan dasardasar kepadakepada
masyarakatmasyarakat..

3. Monitoring dan 3. Monitoring dan evaluasievaluasi sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud
padapada ayatayat (1) (1) dilakukandilakukan::

a. a. PemerintahPemerintah untukuntuk PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah ProvinsiProvinsi; ; 
dandan

b. b. GubernurGubernur sebagaisebagai WakilWakil PemerintahPemerintah didi DaerahDaerah
untukuntuk PemerintahanPemerintahan DaerahKabupatenDaerahKabupaten/Kota./Kota.



PasalPasal 1616
1)1) PemerintahPemerintah wajibwajib mendukungmendukung pengembanganpengembangan

kapasitaskapasitas PemerintahPemerintah DaerahDaerah yang yang belumbelum mampumampu
mencapaimencapai SPM.SPM.

2)2) PemerintahPemerintah dapatdapat melimpahkanmelimpahkan tanggungtanggung jawabjawab
pengembanganpengembangan kapasitaskapasitas PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah
KabupatenKabupaten/Kota yang /Kota yang belumbelum mampumampu mencapaimencapai SPM SPM 
kepadakepada GubernurGubernur sebagaisebagai WakilWakil PemerintahPemerintah didi DaerahDaerah..

4)4) DukunganDukungan pengembanganpengembangan kapasitaskapasitas PemerintahPemerintah
DaerahDaerah berupaberupa fasilitasifasilitasi, , pemberianpemberian orientasiorientasi umumumum, , 
petunjukpetunjuk teknisteknis, , bimbinganbimbingan teknisteknis, , pendidikanpendidikan dan dan 
pelatihanpelatihan atauatau bantuanbantuan teknisteknis lainnyalainnya..

5)5) DukunganDukungan didi atasatas mempertimbangkanmempertimbangkan kemampuankemampuan
kelembagaankelembagaan, , personilpersonil, dan , dan keuangankeuangan negaranegara sertaserta
keuangankeuangan daerahdaerah..



PasalPasal 1818
–– PemerintahPemerintah dapatdapat memberikanmemberikan penghargaanpenghargaan kepadakepada

PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah yang yang berhasilberhasil mencapaimencapai SPM SPM 
dengandengan baikbaik dalamdalam batasbatas waktuwaktu yang yang ditetapkanditetapkan
dalamdalam PeraturanPeraturan MenteriMenteri sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud
dalamdalam PasalPasal 9 9 ayatayat (3) (3) berdasarkanberdasarkan hasilhasil evaluasievaluasi
yang yang dilakukandilakukan oleholeh PemerintahPemerintah..

PasalPasal 1919
1. 1. PemerintahPemerintah dapatdapat memberikanmemberikan sanksisanksi kepadakepada

PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah yang yang tidaktidak berhasilberhasil mencapaimencapai
SPM SPM dengandengan baikbaik dalamdalam batasbatas waktuwaktu yang yang 
ditetapkanditetapkan dalamdalam PeraturanPeraturan MenteriMenteri sebagaimanasebagaimana
dimaksuddimaksud dalamdalam PasalPasal 9 9 ayatayat (3) (3) berdasarkanberdasarkan hasilhasil
monitoring dan monitoring dan evaluasievaluasi sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud
dalamdalam PasalPasal 15 15 dengandengan mempertimbangkanmempertimbangkan kondisikondisi
khususkhusus DaerahDaerah yang yang bersangkutanbersangkutan..



PELAKSANAAN SPM PELAKSANAAN SPM 
BIDKES KAB/KOTABIDKES KAB/KOTA

DI PROPINSI JAWA TIMURDI PROPINSI JAWA TIMUR



PENETAPAN SK TENTANG SPM PENETAPAN SK TENTANG SPM 
BIDKESBIDKES

MenindaklanjutiMenindaklanjuti kepmenkeskepmenkes No 1457 No 1457 TahunTahun
2003 2003 ttgttg SPM dan SPM dan KepKep GubGub No 27 No 27 tahuntahun 2004 , 2004 , 
KabKab/Kota /Kota telahtelah menetapkanmenetapkan ::
1.1. KeputusanKeputusan BupatiBupati tentangtentang SK SPM SK SPM 

sebanyaksebanyak : : 12 12 KabKab/Kota /Kota yaituyaitu : : Kab.BlitarKab.Blitar, , 
Kota Kota BlitarBlitar, , KabKab. . LumajangLumajang, Kota , Kota MalangMalang, , 
Kab.NgawiKab.Ngawi, , KabKab. . PasuruanPasuruan, , KabKab. . 
ProbolinggoProbolinggo, , KabKab SumenepSumenep, , Kab.TubanKab.Tuban, , 
Kab.TulungagungKab.Tulungagung, , KabKab. . BojonegoroBojonegoro, dan , dan 
KabKab. . JemberJember

2.2. KeputusanKeputusan KadinkesKadinkes : : 55 KabKab, , yaituyaitu : : 
Kab.BanyuwangiKab.Banyuwangi, , PacitanPacitan, , 
Sampang,PamekasanSampang,Pamekasan dan Kota dan Kota PasuruanPasuruan



TIM KOORDINASI TIM KOORDINASI 
PELAKSANAAN SPMPELAKSANAAN SPM

MENINDALANJUTI KEP GUB NO MENINDALANJUTI KEP GUB NO 
188/75/KPTS/013/2005 TENTANG TIM 188/75/KPTS/013/2005 TENTANG TIM 
KOORDINASI PELAKSANAAN SPM.KOORDINASI PELAKSANAAN SPM.
HAMPIR SEMUA KAB/KOTA BELUM HAMPIR SEMUA KAB/KOTA BELUM 
MEMBUAT TIM KOORDINASI KECUALI MEMBUAT TIM KOORDINASI KECUALI 
KABUPATEN BLITAR.KABUPATEN BLITAR.



EVALUASI EVALUASI 
DATA INDIKATOR DATA INDIKATOR 
SPM 2004SPM 2004--20052005



SPM BIDANG KES. DI 
KAB/KOTA
TERDIRI DARI
9 =KEWENANGAN WAJIB
26 =JENIS PELAYANAN
5 =JENIS PELAYANAN UTK  KAB/KOTA

TERTENTU
47 =INDIKATOR  SPM UTK SEMUA 

KAB/KOTA
7  =INDIKATOR SPM 

KAB/KOTA  TERTENTU
105 =VARIABEL



Sungram
/ Ren

Program
/Subdin

Program
/Subdin

Sumber Data

Sungram
Program
/Subdin

Program
/Subdin

•E-mail (spm@dinkesjatim.go.id)

•FTP (ftp
.dinkesjatim.go.id)

•FAX (031-8299056)

•SMS (081XXXXXXXX) ???

•Surat (tidak disarankan)

•FORMAT KHUSUS SPM

•Upload www.dinkesjatim.go.idData
SPM 

Per Kab/Kota
PROPINSI

DINKES KAB./KOTA

ALUR INFORMASI SPMALUR INFORMASI SPM
KesepakatanKesepakatan SuryaSurya, 24 , 24 s/ds/d 25 25 MeiMei 20042004

La
po

ra
n Ruti

n

Laporan Rutin

Data
SPM 

Kab/Kota

Data spm

Data spm



ALUR PELAPORAN SPM

BUPATI / WALIKOTA

MENDAGRI

GUBERNUR

DINKES KAB/KOT

MENKES

DINKES PROPINSI

PRESIDEN

DINKES KAB/KOTFEEDBACK ONLINE 

LAPORAN ONLINE

LAPORAN



www.dinkesjatim.go.id



TARGET PENCAPAIAN 
SPM PERTAHUN

Pencapaian target SPM dengan telah
ditetapkan dengan SK Gubernur No. 27 

tahun 2004



Target 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010

1 Pelayanan Kes. Ibu dan 1 Cak.Kunjungan ibu hamil K4 95 86 86 90 90 94 95 95
bayi 2 Cak.pertolongan  persalinan

oleh Bidan atau Nakes yang 90 85 86 87 88 89 90 90
memiliki kompetensi kebidanan

3 Ibu hamil risti yg dirujuk 100 75 80 85 90 95 100 100
4 Cakupan Kunjungan neonatu 90 85 86 87 88 89 90 90
5 Cakupan kunjungan bayi 90 85 85 87 89 89 90 90
6 Cakupan BBLR yang ditanga 100 85 88 90 94 97 100 100

2 Yankes Anak,prasekolah 7 Cakupan deteksi dini tumbuh 90 60 70 70 80 80 90 90
dan usia sekolah kembang anak balita dan pra

sekolah
8 Cakupan pemeriksaan keseh 100 80 85 85 90 95 100 100

siswa SD dan setingkat oleh
tenaga kesehatan atau tenaga
terlatih / guru UKS/Dokter kecil

9 Cakupan pelayanan kesehat 80 45 50 57 65 70 75 80
remaja

3 Pelayanan KB 10 Cakupan peserta aktif KB 70 40 45 50 55 60 65 70
4 Pelayanan Imunisasi 11 Desa/kelurahan UCI 100 80 85 85 90 90 95 100
5 Yan Pengobatan 12 Cakupan rawat jalan 15 12 14 14 15 15 15 15

Perawatan 13 Cakupan rawat inap 1,5 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA



Target
2010

6 Pelayanan Kesehatan Jiwa 14 Pelayanan gangguan jiwa di 15 10 11 12 13 14 15 15
sarana pelayanan kesehatan
umum 

7 Pemantauan pertumbuhan balita15 Balita yang naik berat badan 80 67 69 70 72 74 76 80
16 Balita bawah garis merah < 15 16 15 15 14 14 13 < 13

8 Pelayanan Gizi 17 Cakupan ibu hamil mendapa 90 60 65 70 75 80 85 90
tablet Fe

18 Cakupan balita mendapat ka 90 73 75 78 80 82 85 90
Vit. A 2 kali pertahun

19 Cakupan pemberian makana 100 100 100 100 100 100 100 100
pendamping ASI pada bayi BGM
dari keluarga miskin

20 Balita gizi buruk mendapat 100 100 100 100 100 100 100 100
perawatan

9 Pelayanan Obstetrik dan Neona21 Akses terhadap ketersediaa 80 40 45 50 60 70 80 80
emergensi dasar dan konprehensif darah dan komponen yang aman
 untuk menangani rujukan ibu 

hamil dan neonatus
22 Ibu hamil tinggi / komplikasi y 80 70 72 74 76 78 80 80

ditangani dan dirujuk
23 Neonatal resiko tinggi/kompl 80 70 72 74 76 78 80 80

yang ditangani dan dirujuk
10 Pelayanan gawat darurat 24 Sarana kesehatan dengan 90 40 50 60 70 80 90 90

kemampuan pelayanan gawat
darurat yang dapat diakses
masyarakat

JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA 20102004 2005 2006 2007 2008 2009



Target
2010

11 Penyelenggaraan penyelidika25 Desa/kelurahan mengalam100 80 85 85 90 95 95 100
epidemiologi dan penanggulangayang ditangani < 24 jam

26 Kecamatan bebas rawan 80 55 60 65 70 75 80 80
KLB dan Gizi buruk (15% gizi kurang dan gizi buruk)

27 Acute Flacid Paralysis (A > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1
12 Pencegahan dan Pemberantasaper 100000 penduduk < 15 tahun

Penyakit Polio

13 Pencegahan dan Pemberant 28 Kesembuhan penderita TB> 85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 > 85 
Penyakit TB Paru positif 

14 Pencegahan dan Pemberant 29 Cakupan balita dengan pneumoni
penyakit ISPA yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100

15 Pencegahan dan Pemberant 30 Klien yang mendapatkan penanga-
penyakit HIV-AIDS nan HIV-AIDS 100 50 60 70 80 90 100 100

 
31 Infeksi menular sek yang 100 100 100 100 100 100 100 100

16 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Demam Berdarah D32 Penderita DBD yang ditan 80 100 100 100 100 100 100 80
(DBD)

17 Pencegahan dan Pemberant 33 Balita dengan diare yang 100 100 100 100 100 100 100 100
penyakit Diare

2008 20092004 2005 2006 2007 2010JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA



Target
2010

18 Pelayanan Kesehatan Lingkung 34 Institusi yang dibina 70 40 45 50 55 60 65 70

19 Pelayanan Pengendalian Vektor35 Rumah/bangunan yang bebas
jentik nyamuk aedes > 95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 > 95

20 Pelayanan higyene sanitasi di te36 Tempat umum yang memenuhi 
umum syarat 80 50 55 60 65 70 75 80

21 Penyuluhan Perilaku Sehat 37 Rumah tangga sehat 65 20 30 30 40 50 60 65
38 Bayi yang mendapat ASI Eks 80 50 55 60 65 70 75 80
39 Posyandu Purnama 40 20 23 26 30 35 40 40
40 Desa dg garam beryodium B 90 70 80 80 90 90 90 90

22 Penyuluhan Pencegahan dan 41 Upaya penyuluhan P3 Napza
Penanggulangan Penyalahgunaan oleh petugas kesehatan 15 5 7.5 7.5 10 10 15 15
Narkotika, Psikotropika & Zat Aditif
(P3 NAPZA) berbasis masyarakat  

23 Pelayanan Penyediaan Obat da 42 Ketersediaan obat sesuai dengan
Perbekalan Kesehatan kebutuhan 100 90 90 90 90 90 90 100

 
43 Pengadaan obat esensial 100 100 100 100 100 100 100 100

44 Pengadaan obat generik 100 80 80 90 90 90 90 100
 

24 Pelayanan penggunaan obat ge45 Penulisan resep obat generi 90 40 40 50 50 60 70 90

25 Penyelenggaraan Pembiayaan 46 Cakupan jaminan pemelihara 80 30 40 50 60 70 80 80
Untuk Pelayanan Pengobatan Per- kesehatan pra bayar
orangan

26 Penyelenggaraan Permbiayaan 47 Cakupan jaminan pemeliharaan
untk Keluarga Miskin dan Masyarakakesehatan keluarga miskin d 100 30 40 50 60 75 90 100
Rentan masyarakat rentan

2008 2009JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA 2004 2005 20102006 2007



1 Pelayanan Kesehatan Kerja 1. Cakupan pelayanan kesehatan 
kerja pada pekerja formal 80 22 25 28 31 35 40

2 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 2. Cakupan pelayanan kesehatan
pra usia lanjut dan usia lanjut 70 40 45 47 55 65 75

3 Pelayanan Gizi (tambahan) 3. Cakupan wanita usia subur yang
mendapatkan kapsul yodium 80 20 25 30 35 40 45

4 Pencegahan dan Pemberantasan 4. Darah donor diskrening terhadap 100 100 100 100 100 100 100
penyakit HIV-AIDS (tambahan) HIV-AIDS

5 Pencegahan dan Pemberantasan 5. Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100
Penyakit Malaria

6 Pencegahan dan Pemberantasan 6. Penderita kusta yang selesai >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90
Penyakit Kusta berobat (RFT) rate

7 Pencegahan dan Pemberantasan 7. Kasus filariasis yang ditangani > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90
Penyakit Filriasis

PELAYANAN TAMBAHAN SESUAI KEBUTUHAN

INDIKATORJENIS PELAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009



Kondisi kelengkapan isian

26 Pelayanan dengan 47 indikator
Harusnya ada pelayanan
Harus ada data pada 47 indikator dari 
26 pelayanan
Harusnya tidak ada data kosong



Grafik Indikator SPM 
yang tidak terisi/ tidak ada data
( 47 Indikator SPM yang wajib dilaksanakan )



Jumlah Indikator SPM yang tidak terisi/ tidak ada data
( 47 Indikator SPM yang wajib dilaksanakan )

2.134.2612TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT15

4.268.5124DESA / KELURAHAN YANG MENGALAMI KLB YANG DITANGANI 
< 24 JAM14

4.260.0020CAKUPAN BALITA MENDAPAT KAPSUL VITAMIN A 2 KALI13

4.266.3823
CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SISWA SD DAN 
SETINGKAT OLEH TENAGA KESEHATAN ATAU TENAGA 
TERLATIH / GURU / UKS / DOKTER KECIL

12

4.264.2622DESA/ KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI)11

4.264.2622POSYANDU PURNAMA10

6.388.5134INSTITUSI YANG DIBINA9

6.384.2632RUMAH TANGGA SEHAT8

8.5112.7746CAKUPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PRA BAYAR7

8.5123.40411PENULISAN RESEP OBAT GENERIK6

8.5117.0248UPAYA PENYULUHAN P3 NAPZA OLEH PETUGAS KESEHATAN5

10.6410.6455KECAMATAN BEBAS RAWAN GIZI4

19.1521.28910INFEKSI MENULAR SEKSUAL YANG DIOBATI3

23.4031.911115KLIEN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN HIV-AIDS2

46.8157.452227
AKSES TERHADAP KETERSEDIAAN DARAH DAN KOMPONEN 
YANG AMAN UNTUK MENANGANI RUJUKAN IBU HAMIL DAN 
NEONATUS

1

PERSEN 
2005

PERSEN 
200420052004INDIKATORNO



Jumlah kabupaten / kota dengan Indikator SPM 
yang tidak terisi/ tidak ada data
( 47 Indikator SPM yang wajib dilaksanakan )

2.1310.6415BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN30

2.130.0010BAYI YANG MENDAPAT ASI- EKSKLUSIF29

2.132.1311CAKUPAN BALITA DENGAN PNEUMONIA YANG DITANGANI28

2.130.0010CAKUPAN IBU HAMIL MENDAPAT 90 TABLET FE27

2.132.1311CAKUPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 
KELUARGA MISKIN DAN MASYARAKAT RENTAN26

2.132.1311CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA25

2.136.3813CAKUPAN RAWAT INAP24

2.134.2612DESA DENGAN GARAM BERYODIUM B23

2.138.5114KETERSEDIAN OBAT SESUAI KEBUTUHAN22

2.136.3813NEONATAL RISIKO TINGGI / KOMPLIKASI YANG DITANGANI21

2.138.5114PENGADAAN OBAT ESENSIAL20

2.138.5114PENGADAAN OBAT GENERIK19

2.130.0010CAKUPAN PESERTA KB AKTIF18

2.136.3813RUMAH/BANGUNAN BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES17

2.1310.6415
SARANA KESEHATAN DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN 
GAWAT DARURAT YANG DAPAT DIKASES OLEH 
MASYARAKAT

16

PERSEN 
2005

PERSEN 
200420052004INDIKATORNO



KABUPATEN / KOTA DENGAN DATA INDIKATOR
( 47 INDIKATOR WAJIB )  KOSONG / TAK ADA DATA 

6.38 3SIDOARJO13
6.38 3KOTA BLITAR12
6.38 3BOJONEGORO11
8.51 4PAMEKASAN10
8.51 4NGAWI9
8.51 4KOTA PASURUAN8
8.51 4BANGKALAN7

10.64 5PONOROGO6
10.64 5MADIUN5
12.77 6KOTA BATU4
14.89 7TRENGGALEK3
14.89 7SUMENEP2
14.89 7MOJOKERTO1

% TERHADAP 47 
INDIKATOR 

JUMLAH 
INDIKATORKABUPATEN / KOTANO



2.13 1TULUNGAGUNG34
2.13 1SURABAYA33
2.13 1SAMPANG32
2.13 1PACITAN31
2.13 1MAGETAN30
2.13 1LUMAJANG29
2.13 1KOTA PROBOLINGGO28
2.13 1KOTA MALANG27
2.13 1KOTA KEDIRI26
2.13 1JEMBER25
2.13 1GRESIK24
2.13 1BONDOWOSO23
2.13 1BLITAR22
4.26 2SITUBONDO21
4.26 2NGANJUK20
4.26 2LAMONGAN19
4.26 2KOTA MADIUN18
4.26 2KOTA MOJOKERTO17
4.26 2KEDIRI16
4.26 2JOMBANG15
4.26 2BANYUWANGI14

% TERHADAP 47 INDIKATOR JUMLAH INDIKATORKABUPATEN / KOTANO



Kondisi kelengkapan isian
Pelayanan Tambahan

5 Pelayanan dengan 7 indikator
Mungkin ada pelayanan
Kemungkinan ada data pada 7 indikator
dari 5 pelayanan
Mungkin ada data kosong



Indikator SPM yang tidak terisi/ tidak ada data
( 7 Indikator Pelayanan Tambahan )



Indikator SPM 
yang tidak terisi/ tidak ada data
( 7 Indikator Pelayanan Tambahan )

6.384.2632
PENDERITA KUSTA YANG SELESAI 
BEROBAT (RFT RATE)7

6.386.3833
CAKUPAN WANITA USIA SUBUR YANG 
MENDAPATKAN KAPSUL YODIUM6

6.382.1331
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN 
PRA USIA LANJUT5

27.6631.911315
DARAH DONOR DISKRINING 
TERHADAP HIV-AIDS4

42.550.00200
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN 
KERJA PADA PEKERJA FORMAL3

44.6846.812122PENDERITA MALARIA YANG DIOBATI2

55.3257.452627KASUS FILARIASIS YANG DITANGANI1

PERSEN 
2005

PERSEN 
200420052004INDIKATORNO



KABUPATEN / KOTA DENGAN DATA INDIKATOR
( 7 INDIKATOR TAMBAHAN )  KOSONG / TAK ADA DATA

42.86 3KOTA PASURUAN14
42.86 3KOTA MOJOKERTO13
28.57 2KOTA MALANG12
42.86 3KOTA KEDIRI11
57.14 4KOTA BLITAR10
42.86 3KOTA BATU9
14.29 1KEDIRI8
14.29 1JOMBANG7
28.57 2JEMBER6
42.86 3GRESIK5
28.57 2BONDOWOSO4
42.86 3BOJONEGORO3
28.57 2BANYUWANGI2
57.14 4BANGKALAN1

% TERHADAP 7 
INDIKATOR 

JUMLAH 
INDIKATORKABUPATEN / KOTANO



14.29 1TULUNGAGUNG35

28.57 2TUBAN34

71.43 5TRENGGALE33

28.57 2SURABAYA32

57.14 4SUMENEP31

14.29 1SITUBONDO30

57.14 4SIDOARJO29

42.86 3SAMPANG28

14.29 1PONOROGO27

14.29 1PASURUAN26

28.57 2PAMEKASAN25

28.57 2PACITAN24

71.43 5NGAWI23

14.29 1NGANJUK22

42.86 3MOJOKERTO21

28.57 2MAGETAN20

42.86 3MADIUN19

28.57 2LUMAJANG18

28.57 2LAMONGAN17

57.14 4KOTAMADIU16

42.86 3KOTA PROB15

% TERHADAP 7 INDIKATOR JUMLAH INDIKATORKABUPATEN / KOTANO



PRESENTASE ( 47 INDIKATOR ) CAPAIAN SPM KAB./KOTA 
YANG MEMENUHI / SAMA DENGAN TARGET SPM 2005

38.30 18KOTA MALANG19

38.30 18BLITAR18

40.43 19PROBOLINGGO17

40.43 19KOTA PROBOLINGGO16

40.43 19KOTA KEDIRI15

40.43 19KEDIRI14

42.55 20TUBAN13

44.68 21MAGETAN12

44.68 21MADIUN11

44.68 21BOJONEGORO10
48.94 23SIDOARJO9

48.94 23KOTA BLITAR8

53.19 25LUMAJANG7

53.19 25KOTA MADIUN6

53.19 25JEMBER5

57.45 27KOTA MOJOKERTO4

57.45 27BONDOWOSO3

59.57 28NGAWI2

59.57 28GRESIK1

% DARI 47 INDIKATOR 
JUMLAH INDIKATOR > 

TARGET 2005KABUPATEN / KOTANO



25.53 12KOTA PASURUAN38

27.66 13SUMENEP37

29.79 14SURABAYA36

29.79 14PACITAN35

29.79 14KOTA BATU34

31.91 15SITUBONDO33

31.91 15PONOROGO32

31.91 15BANGKALAN31

34.04 16SAMPANG30

36.17 17PAMEKASAN29

36.17 17MALANG28

36.17 17JOMBANG27

36.17 17BANYUWANGI26

38.30 18TULUNGAGUNG25

38.30 18TRENGGALEK24

38.30 18PASURUAN23

38.30 18NGANJUK22

38.30 18MOJOKERTO21

38.30 18LAMONGAN20

% DARI 47 INDIKATOR 
JUMLAH INDIKATOR > TARGET 

2005KABUPATEN / KOTANO



GRAFIK JUMLAH DATA KOSONG / TIDAK ADA DATA DAN 
JUMLAH INDIKATOR SPM KAB.\KOTA MELEBIHI TARGET 2005 
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005



GRAFIK 
INDIKATOR SPM 

KABUPATEN / KOTA 
PROPINSI JAWA TIMUR 

TAHUN 2004 - 2005

































































































INDIKATOR SPM

JENIS PELAYANAN 
SESUAI DENGAN 

KEBUTUHAN

















DRAFT REVISI SPM DRAFT REVISI SPM 
KAB/KOTA BIDANG KESEHATANKAB/KOTA BIDANG KESEHATAN

8 JENIS PELAYANAN8 JENIS PELAYANAN
30 INDIKATOR30 INDIKATOR



8  JENIS  PELAYANAN8  JENIS  PELAYANAN
1.1. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAKPELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
2.2. PELAYANAN PENGOBATAN/PERAWATAN PELAYANAN PENGOBATAN/PERAWATAN 
3.3. PELAYANAN GIZI MASYARAKAT PELAYANAN GIZI MASYARAKAT 
4.4. PENYELENGGARAAN PEPENYELENGGARAAN PE--NYELIDIKAN NYELIDIKAN 

EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB DAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB DAN 
GIZI GIZI 

5.5. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 
6.6. PELAYANAN PENYEHATAN SARANA AIR BERSIH PELAYANAN PENYEHATAN SARANA AIR BERSIH 

DAN SANITASI DASAR DAN SANITASI DASAR 
7.7. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MASYARAKAT 
8.8. PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT DAN PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT DAN 

PERBEKALAN KESEHATANPERBEKALAN KESEHATAN



PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN 
ANAKANAK

1.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 
2.2. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 
3.3. Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani 
4.4. Cakupan kunjungan bayi dan balita Cakupan kunjungan bayi dan balita 
5.5. Cakupan peserta aktif KB Cakupan peserta aktif KB 
6.6. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per 

tahun tahun 
7.7. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 
8.8. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang 

aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus 
9.9. Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani 
10.10. Skrining anak prasekolah, siswa SD, SMP, SMA dan Skrining anak prasekolah, siswa SD, SMP, SMA dan 

setingkatsetingkat



PELAYANAN  PELAYANAN  
PENGOBATAN/PERAWATANPENGOBATAN/PERAWATAN

1.1. Cakupan Rawat Jalan Cakupan Rawat Jalan 
2.2. Cakupan rawat Inap Cakupan rawat Inap 
3.3. Sarana kesehatan dengan kemampuan Sarana kesehatan dengan kemampuan 

pelayanan gawat darurat yang dapat pelayanan gawat darurat yang dapat 
diakses masyarakat diakses masyarakat 



PELAYANAN GIZI MASYARAKATPELAYANAN GIZI MASYARAKAT

1.1. Cakupan pemberian makanan Cakupan pemberian makanan 
pendamping ASI pendamping ASI pada anak 6pada anak 6--24 bulan 24 bulan 
keluarga miskinkeluarga miskin

2.2. Balita gizi buruk mendapat perawatanBalita gizi buruk mendapat perawatan
3.3. Balita yang naik berat badannyaBalita yang naik berat badannya
4.4. Kecamatan Bebas rawan GiziKecamatan Bebas rawan Gizi



PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN 
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN 
PENANGGULANGAN KLB DAN GIZIPENANGGULANGAN KLB DAN GIZI

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang Desa/Kelurahan mengalami KLB yang 
ditangani <24 jamditangani <24 jam



PENCEGAHAN DAN PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN PENYAKITPEMBERANTASAN PENYAKIT

1.1. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 
100.000 penduduk <15 tahun sebesar 100.000 penduduk <15 tahun sebesar ≥≥
2 2 

2.2. Penemuan dan Kesembuhan Penderita Penemuan dan Kesembuhan Penderita 
TBC BTA Positif (*) TBC BTA Positif (*) 

3.3. Penemuan Penderita Pneumonia Penemuan Penderita Pneumonia balitabalita
4.4. Penderita DBD yang ditanganiPenderita DBD yang ditangani
5.5. Penderita Diare yang DitanganiPenderita Diare yang Ditangani



PELAYANAN PENYEHATAN PELAYANAN PENYEHATAN 
SARANA AIR BERSIH DAN SARANA AIR BERSIH DAN 

SANITASI DAERAHSANITASI DAERAH

Sarana air bersih dan sanitasi dasar yang Sarana air bersih dan sanitasi dasar yang 
memenuhi syarat kesehatan di memenuhi syarat kesehatan di 
lingkungan pemukiman lingkungan pemukiman 



PROMOSI KESEHATAN DAN PROMOSI KESEHATAN DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.1. Rumah Tangga Sehat Rumah Tangga Sehat 
2.2. Desa dengan garam beryodium baikDesa dengan garam beryodium baik
3.3. Posyandu AktifPosyandu Aktif
4.4. Upaya Penyuluhan NAPZA oleh Upaya Penyuluhan NAPZA oleh 

petugas kesehatanpetugas kesehatan



PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT 
DAN PERBEKALAN KESEHATANDAN PERBEKALAN KESEHATAN

Ketersediaan Obat esensial dan generik Ketersediaan Obat esensial dan generik 
sesuai kebutuhansesuai kebutuhan



TERIMA KASIH


